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Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah di
wilayah Indonesia dengan suatu kepemilikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk di dalamnya adalah tanah negara. Di Kota Balikpapan, dapat dijumpai tanah dengan status
segel yakni tanah negara yang bukti penguasaannya ada pada seseorang. Dalam rangka mencegah terjadinya
tumpang tindih tanah dengan status segel maka Pemerintah K ota Balikpapan mengeluarkan 1zin Membuka
Tanah Negara (IMTN). Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi
pemegang IMTN. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan persoalan yang dipicu oleh IMTN itu
sendiri sebagaimana dialami oleh Tuan H sebagai pemegang IMTN atas tanah dengan status segel yang
tidak dapat melakukan perpanjangan izin. Terkait hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam penelitian
ini adalah tentang kedudukan IMTN dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan perlindungan hukum
terhadap pemegang IMTN yang tidak dapat melakukan perpanjangan izin. Untuk dapat menjawab kedua
masal ah tersebut maka penelitian doktinal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum
melalui studi dokumen. Guna memperkuat data sekunder yang dikumpulkan melalui studi tersebut,
dilakukan pula wawancara dengan beberapa responden yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya
data sekunder dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa
pengaturan tentang IMTN atas tanah dengan status segel tidak diatur secarajelas dalam Undang-Undang
Pokok Agraria 1960, namun diatur secaratersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24 Ayat (1). Pengaturan tentang IMTN ini termasuk dalam
otonomi daerah berdasarkan K eputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Adapun perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada
pemegang IMTN adalah bersifat preventif. Hal tersebut disebabkan penguasaan tanah negara dengan status
segel oleh Tuan H yang tidak dapat dilakukan perpanjangan IMTN adalah karena telah dilakukan
perpanjangan IMTN dan berada di kawasan resapan air. Perpanjangan IMTN tersebut hanya dapat dilakukan
1 (satu) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Adanya perlindungan hukum preventif yang dinyatakan
sebelumnya dilakukan dengan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan sesuai dengan peruntukkan tanah dan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dalam penelitian ini berupa Hak Pakai.

...... Land registration is intended to provide legal certainty for land parcelsin the territory of Indonesiawith
ownership of land rights by applicable laws and regulations, including state land. In Balikpapan City, land
with Segel status can be found, namely state land where proof of ownership isin the possession of a person.
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The Balikpapan City Government issues the Practice of License to Open State Land (IMTN) to prevent land
overlapping with Segel status. The policy isintended to provide legal protection for IMTN holders.
However, in redlity, there are still problems triggered by the IMTN itself, as experienced by Mr. H asthe
IMTN holder of land with a Segel status who cannot extend the permit. Related to this, the issuesraised in
this study are about the legal status of IMTN in the land registration system in Indonesia and legal protection
for IMTN holders who cannot extend permits. To be able to answer these two problems, this doctrinal
research was carried out by collecting legal materials through document studies. To strengthen the
secondary data collected through the study, interviews were also conducted with several respondents who
were relevant to the research problem. Furthermore, secondary data and interview results were analyzed
qualitatively. From the analysis results, it can be stated that the regulation regarding IMTN on land with
Segel statusis not regulated in the 1960 Indonesian Agrarian Law, but isimplicitly regulated in Indonesian
Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, specifically Article 24 Paragraph
(2). Thisarrangement regarding IMTN isincluded in regional autonomy based on the Decree of the
President of the Republic of Indonesia Number 34 of 2003 concerning National Policy in the Land Sector.
The legal protection that should be givento IMTN holdersis preventive. Thisis due to the possession of
state land with Segel status by Mr. H, which IMTN cannot extend because it has already been devel oped and
isin awater catchment area. IMTN extension can only be done 1 (one) time with a period of 3 (three) years.
The existence of preventive legal protection, which was stated previously, was carried out by registering
land with the land office by the land allotment and the Regional Spatial Plan (RTRW), which in this study
wasin the form of aRight to Use.



